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ABSTRAK

  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan smart 
governance dalam layanan publik di Pusat Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas). Smart 
governance merupakan konsep yang mengintegrasikan teknologi 
informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efi siensi, transparansi, 
partisipasi publik, dan responsivitas dalam pengelolaan layanan 
pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan 
melalui observasi dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penerapan smart governance di PPSDM Migas 
telah berhasil meningkatkan efi siensi operasional dan kualitas layanan 
publik, dengan indikator positif seperti layanan publik secara online, 
infrastruktur yang memadai, dan transparansi yang tinggi. Penelitian 
ini menyimpulkan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh PPSDM 
Migas dalam menerapkan smart governance telah memberikan dampak 
signifi kan dalam meningkatkan kualitas layanan publik, meskipun 
masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk memperluas 
implementasi open data.

Kata kunci: Layanan Publik, Smart Governance
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PENDAHULUAN
Layanan publik merupakan salah satu aspek penting dalam pemerintahan yang bertujuan untuk 

memenuhi hak warga negara dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks ini, 
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas) memiliki peran 
strategis dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan publik. Peningkatan efi siensi dan 
efektivitas layanan publik bagi pemerintah sangat bergantung pada perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi. Konsep pemerintahan cerdas, yang fokus pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan 
kualitas layanan dan transparansi, telah menjadi prioritas utama dalam strategi pemerintahan modern.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik mengartikan layanan publik 
sebagai rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan layanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk, meliputi barang, jasa, dan/atau administrasi layanan 
yang disediakan oleh penyelenggara layanan publik. Pihak penyelenggara tersebut bisa berupa lembaga 
penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk 
kegiatan layanan publik, atau badan hukum lain yang khusus didirikan untuk kegiatan layanan publik.

Penerapan smart governance dalam layanan publik di PPSDM Migas sangat penting untuk 
meningkatkan efi siensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya energi. Dalam konteks ini, smart 
governance tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, 
tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam langkah-langkah pengambilan 
keputusan. Menurut Annisah (2018), penggunaan smart governance di tingkat pemerintah daerah dapat 
membantu menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, yang sangat relevan 
dalam sektor migas yang sering kali menghadapi tantangan kompleks dan dinamis.

Dwi Damayanthi et al. (2023) menekankan bahwa smart governance berperan penting dalam 
mewujudkan smart city, di mana integrasi teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan 
kualitas layanan publik. Hal ini sejalan dengan penelitian Nawawi et al. (2019) yang menunjukkan bahwa 
penguatan sumber daya daerah melalui smart governance dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik 
di kota-kota besar seperti Balikpapan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi 
bagaimana penerapan smart governance dapat mengatasi masalah-masalah yang ada di PPSDM Migas, 
seperti birokrasi yang lambat dan kurangnya transparansi.

Selanjutnya, penelitian oleh Widianingsih et al. (2023) menunjukkan bahwa manajemen pelayanan 
publik yang berbasis smart governance dapat meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan masyarakat. 
Hal ini menjadi krusial bagi PPSDM Migas, mengingat pelayanan yang cepat dan akurat sangat 
dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sektor energi yang berkelanjutan. Dengan mengadopsi 
pendekatan smart governance, PPSDM Migas dapat bertransformasi menjadi lembaga yang lebih 
inovatif dan responsif, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial 
yang lebih baik di Indonesia.

Smart governance merupakan pendekatan yang mengintegrasikan teknologi informasi dan 
komunikasi (TIK) dalam pengelolaan pemerintahan dan layanan publik. Tujuan dari konsep ini adalah 
untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efi sien, terbuka, dan tanggap terhadap aspirasi 
masyarakat. Menurut Rodríguez Bolívar dan Meijer (2015), smart governance melibatkan kolaborasi 
antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan solusi yang inovatif dalam 
menghadapi tantangan urbanisasi dan kompleksitas sosial. Dalam konteks ini, smart governance tidak 
hanya berfokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam 
proses pengambilan keputusan, yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi pemerintah 
(Tomor et al., 2019).

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai smart governance, masih terdapat beberapa 
celah penelitian yang perlu diisi. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman tentang bagaimana 
penerapan smart governance dapat diadaptasi dalam konteks spesifi k, seperti di sektor migas. Penelitian 
oleh Erza et al. (2022) menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka pengukuran untuk smart governance, 
implementasinya di berbagai daerah dan sektor masih sangat bervariasi. Selain itu, penelitian oleh 
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Dahlawi et al. (2023) menyoroti perlunya analisis lebih mendalam mengenai dampak penerapan smart 
governance terhadap kualitas layanan publik, terutama di daerah yang memiliki tantangan unik seperti 
PPSDM Migas. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah dengan mengeksplorasi 
penerapan smart governance dalam konteks layanan publik di PPSDM Migas.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan smart governance dalam 
meningkatkan kualitas layanan publik di PPSDM Migas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifi kasi 
faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi smart governance dan dampaknya terhadap 
kepuasan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga ingin memberikan rekomendasi strategis bagi 
pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan penggunaan TIK untuk meningkatkan 
efi siensi dan transparansi layanan publik.

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai penerapan smart 
governance di sektor migas, serta memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik. 
Dengan mengintegrasikan teori dan praktik, penelitian ini tidak hanya akan memperkaya literatur 
akademis mengenai smart governance, tetapi juga memberikan solusi praktis yang dapat diterapkan 
oleh pemerintah daerah guna mengoptimalkan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, penelitian 
ini berpotensi untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA
a.    Smart Governance

Smart governance adalah suatu pendekatan yang mengintegrasikan teknologi informasi dan 
komunikasi (TIK) dalam pengelolaan pemerintahan dan layanan publik. Tujuan dari konsep ini adalah 
untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efi sien, terbuka, dan tanggap terhadap aspirasi 
masyarakat. Menurut Tomor et al. (2019), smart governance tidak hanya berfokus pada penggunaan 
teknologi, tetapi juga pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal 
ini menciptakan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, sehingga 
dapat menghasilkan solusi yang inovatif untuk tantangan yang dihadapi oleh kota-kota modern.

Menurut Annisah (2018), smart governance berfungsi untuk meningkatkan efi siensi, transparansi, 
dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah 
diharapkan dapat memanfaatkan TIK untuk menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan 
masyarakat, serta meningkatkan kualitas layanan publik.

Dwi Damayanthi et al. (2023) menekankan bahwa penerapan smart governance di Kota Semarang 
telah menunjukkan potensi yang signifi kan dalam mewujudkan smart city. Dengan memanfaatkan 
teknologi, pemerintah dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, meningkatkan aksesibilitas 
layanan, dan memperkuat interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini menciptakan lingkungan 
yang lebih inklusif, di mana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pemerintahan.

Dalam konteks smart governance, pemerintah diharapkan dapat memanfaatkan data dan informasi 
untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Ini termasuk penggunaan platform digital 
untuk meningkatkan aksesibilitas layanan publik, serta memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara 
pemerintah dan warga. Penelitian oleh Rodríguez Bolívar dan Meijer (2015) menunjukkan bahwa smart 
governance dapat meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi pemerintah, karena masyarakat memiliki 
lebih banyak kesempatan untuk terlibat dalam proses pemerintahan.

b.    Kriteria Smart Governance yang Baik
Indikator atau kriteria smart governance yang baik mencakup beberapa aspek penting yang harus 

dipenuhi untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan sistem pemerintahan. Menurut Dwi Damayanthi 
et al. (2023), salah satu kriteria utama adalah transparansi, di mana pemerintah harus menyediakan 
informasi yang terbuka dan mudah dijangkau mengenai kebijakan dan proses pengambilan keputusan. 
Selain itu, partisipasi masyarakat juga menjadi indikator penting, di mana keterlibatan warga dalam 
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proses pemerintahan dapat meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi. Kriteria lainnya adalah inovasi, 
yang menekankan pentingnya penggunaan teknologi dan metode baru untuk meningkatkan efi siensi 
layanan publik. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga merupakan aspek 
krusial, karena kerjasama ini dapat menghasilkan solusi yang lebih komprehensif untuk masalah yang 
kompleks. Terakhir, penggunaan data dan analisis yang berbasis bukti sangat penting dalam pengambilan 
keputusan, sehingga pemerintah dapat merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Dengan 
memenuhi berbagai kriteria tersebut, smart governance dapat menjadi instrumen yang efi sien dalam 
mendorong peningkatan mutu layanan publik serta mewujudkan pemerintahan yang lebih adaptif dan 
berkinerja tinggi. 

Selain dibahas oleh Dwi Damayanthi et al. (2023), kriteria smart governance yang baik juga 
diidentifi kasi melalui beberapa indikator yang telah dibahas dalam berbagai penelitian. Menurut 
Tomor et al. (2019), salah satu kriteria utama adalah transparansi, yang mengharuskan pemerintah 
untuk menyediakan informasi yang jelas dan dapat diakses oleh publik, sehingga masyarakat dapat 
memahami proses pengambilan keputusan. Selain itu, partisipasi masyarakat juga menjadi indikator 
penting, di mana keterlibatan warga dalam proses pemerintahan dapat meningkatkan legitimasi dan 
akuntabilitas (Rodríguez Bolívar & Meijer, 2015). Kriteria lainnya adalah kolaborasi, yang menekankan 
pentingnya kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menciptakan solusi 
yang inovatif untuk tantangan yang dihadapi (Erza et al., 2022). Inovasi juga merupakan aspek krusial, 
di mana pemerintah harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan memanfaatkan teknologi untuk 
meningkatkan efi siensi layanan publik (Dahlawi et al., 2023). Terakhir, keberlanjutan menjadi kriteria 
penting yang menekankan perlunya mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan yang 
diambil, sehingga dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Mauludi & Nurrahman, 2024). 
Dengan memenuhi berbagai kriteria tersebut, smart governance dapat menjadi instrumen yang efi sien 
dalam mendorong peningkatan mutu layanan publik serta mewujudkan pemerintahan yang lebih adaptif 
dan berkinerja tinggi.

Kriteria smart governance yang baik mencakup beberapa aspek penting yang harus dipenuhi untuk 
memastikan efektivitas dan keberlanjutan sistem pemerintahan. Berikut adalah beberapa kriteria tersebut:
1. Transparansi: Pemerintah harus menyediakan Informasi yang terstruktur dengan baik dan tersedia 

secara luas mengenai kebijakan, proses, dan keputusan yang diambil. Transparansi membantu 
membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong partisipasi aktif.

2. Partisipasi Masyarakat dan Kolaborasi: Smart governance harus mendorong keterlibatan dan 
kolaborasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ini dapat dilakukan melalui platform digital 
yang memungkinkan warga untuk memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kebijakan publik. 
Smart governance menekankan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam 
mewujudkan tata kelola yang inklusif dan efektif. Kerjasama ini dapat menghasilkan solusi yang 
lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk masalah yang kompleks.

3. Inovasi dan Adaptabilitas: Sistem smart governance harus mampu beradaptasi dengan perubahan 
kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Inovasi dalam penggunaan teknologi dan metode baru 
dalam pengelolaan pemerintahan sangat penting untuk meningkatkan efi siensi dan efektivitas 
layanan publik.

4. Penggunaan Data dan Analisis: Pemanfaatan data yang tepat dan analisis yang komprehensif 
sangat krusial dalam smart governance. Hal tersebut memungkinkan pemerintah untuk membuat 
keputusan yang berbasis bukti dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan memenuhi kriteria-kriteria ini, smart governance dapat berfungsi sebagai alat yang efektif 

untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan menciptakan pemerintahan yang lebih baik. Penelitian 
oleh Dwi Damayanthi et al. (2023) menunjukkan bahwa penerapan kriteria ini dalam konteks smart city 
dapat menghasilkan peningkatan signifi kan dalam kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, penting 
bagi pemerintah untuk terus mengembangkan atau menerapkan prinsip-prinsip smart governance dalam 
setiap aspek pengelolaan layanan publik.
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c.    Layanan Publik
Layanan publik adalah elemen yang sangat krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara 

sederhana, layanan publik dapat diartikan sebagai layanan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup warga. Menurut Nawawi et al. 
(2019), layanan publik mencakup berbagai bentuk pelayanan yang disediakan oleh pemerintah kepada 
masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan infrastruktur. Dalam konteks ini, kualitas 
layanan publik sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti efi siensi, transparansi, dan akuntabilitas.  

Penelitian oleh Dwi Damayanthi et al. (2023) menunjukkan bahwa penerapan smart governance 
dapat meningkatkan kualitas layanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 
(TIK) untuk mempercepat proses pelayanan, meningkatkan aksesibilitas, dan mendorong partisipasi 
masyarakat. Selain itu, Annisah (2018) menekankan pentingnya inovasi dalam layanan publik untuk 
menjawab tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, terutama dalam menciptakan sistem yang 
responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut Mulyadi, Deddy, dan rekan-rekannya (2016:39), ”Pemberian layanan yang memenuhi 
kebutuhan individu atau masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap organisasi tersebut, sesuai 
dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan, dapat didefi nisikan sebagai layanan publik.” Sedangkan 
menurut Sujardi (2011:7), ada pengertian lain dari layanan publik, yaitu layanan negara untuk memenuhi 
kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan layanan administrasi yang 
diberikan oleh penyelengggara layanan publik.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik, 
layanan publik adalah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan layanan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk, baik dalam bentuk barang, 
jasa, maupun layanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara layanan publik. Sementara itu, 
menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 
2017 layanan publik mencakup segala kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan publik untuk 
memenuhi kebutuhan layanan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada pendapat di atas, hal ini menunjukkan bahwa layanan publik adalah bentuk layanan 
yang diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Layanan publik juga harus 
didasarkan dan didukung oleh undang-undang atau regulasi yang berlaku, sehingga dapat menjadi 
pedoman yang jelas dalam penyelenggaraannya, yang dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas 
layanan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepuasan masyarakat dan legitimasi pemerintah. 
Selain pemerintah, perusahaan swasta juga dapat menyelenggarakan layanan publik.

METODE PENELITIAN
Metodologi penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, untuk memperoleh 

informasi mengenai penerapan Smart governance dalam meningkatkan kualitas layanan publik di PPSDM 
Migas secara mendalam dan komprehensif. Smart governance ini berkaitan erat dengan unsur layanan, 
birokrasi, dan kebijakan publik. Maka dari itu, penelitian ini akan berfokus kepada indikator-indikator 
pelaksanaan smart governance dan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan smart governance 
dalam meningkatkan kualitas layanan publik di PPSDM Migas.

Dalam penelitian ini, subyek penelitian terdiri dari pegawai, staf PTSA, pelaksana layanan, pengajar, 
dan penguji, serta masyarakat penerima layanan yang terlibat dalam proses layanan publik di PPSDM 
Migas. Obyek penelitian berfokus pada penerapan smart governance dalam konteks layanan publik, 
dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip smart governance diimplementasikan 
dan dampaknya terhadap kualitas layanan. Data penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah hasil 
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observasi langsung yang dilakukan di lokasi layanan, data hasil wawancara dengan pegawai, staf PTSA, 
pelaksana layanan, pengajar, penguji, masyarakat penerima layanan sebagai subyek penelitian, yang 
memberikan wawasan mendalam tentang praktik dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan smart 
governance, disamping itu juga dilakukan studi literatur yang bersumber dari laporan kinerja, laporan 
evaluasi, dan laporan pelaksanaan kegiatan. Untuk teknik pengambilan data, penelitian ini menggunakan 
metode observasi partisipatif, wawancara dan studi literatur, di mana peneliti terlibat langsung dalam 
kegiatan di lapangan untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Selanjutnya, pengolahan dan analisis 
data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana data yang diperoleh dianalisis secara 
tematik untuk mengidentifi kasi pola, tantangan, dan keberhasilan dalam penerapan smart governance. 
Adapun alur penelitian ini dapat terlihap sebagaimana pada fl owchart berikut. 

Gambar 1. Flowchart alur penelitian
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Kriteria Transparansi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan smart governance di PPSDM Migas telah 
memenuhi kriteria transparansi dengan sangat baik. Beberapa indikator utama dari transparansi ini 
adalah aksesibilitas Informasi dan keterbukaan daya yang relevan dan terkini. Aksesibilitas informasi 
tergambar melalui ketersediaan informasi terkait prosedur, layanan dan hasil uji sertifikasi yang mudah 
diakses oleh masyarakat, dengan melalui website, maupun media sosial. Sebagai contoh peserta 
sertifikasi yang ingin mengikuti layanan uji sertifikasi di PPSDM Migas dapat mengakses 
pengumumannya melalui website ppsdm Migas atau melalui akun media sosial PPSM Migas. Peserta 
uji sertifikasi-pun juga dapat mengakses pengumuman hasil Uji Sertifikasi langsung secara online di 
website.  

Disamping itu, keterbukaan data yang relevan dan terkini kepada publik, seperti ketersediaan 
layanan, laporan kinerja, dan hasil layanan publik, mudah dipahami dan tersedia selalu terupdate di 
website PPSDM Migas. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar layanan di PPSDM Migas dapat melihat 
ketersediaan kuota, jadwal dan tarif layanan secara langsung melalui website resmi PPSDM Migas. 
Termasuk pengumumna hasil Uji sertifikasi juga dapat langsug diakses dari website. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.   Kriteria Transparansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan smart governance di PPSDM Migas telah 
memenuhi kriteria transparansi dengan sangat baik. Beberapa indikator utama dari transparansi ini adalah 
aksesibilitas Informasi dan keterbukaan daya yang relevan dan terkini. Aksesibilitas informasi tergambar 
melalui ketersediaan informasi terkait prosedur, layanan dan hasil uji sertifi kasi yang mudah diakses 
oleh masyarakat, dengan melalui website, maupun media sosial. Sebagai contoh peserta sertifi kasi yang 
ingin mengikuti layanan uji sertifi kasi di PPSDM Migas dapat mengakses pengumumannya melalui 
website ppsdm Migas atau melalui akun media sosial PPSM Migas. Peserta uji sertifi kasi-pun juga dapat 
mengakses pengumuman hasil Uji Sertifi kasi langsung secara online di website. 

Disamping itu, keterbukaan data yang relevan dan terkini kepada publik, seperti ketersediaan 
layanan, laporan kinerja, dan hasil layanan publik, mudah dipahami dan tersedia selalu terupdate di 
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Gambar 3. Pengumuman Hasil Uji Sertifikasi melalui Website 

 
Salah satu indikator utama dari transparansi ini adalah publikasi tarif layanan yang jelas dan mudah 

diakses oleh masyarakat. Melalui website resmi PPSDM Migas, informasi mengenai tarif layanan 
dipublikasikan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui biaya yang harus 
dikeluarkan sebelum mendaftar untuk layanan tertentu. Sebagai contoh adanya bukti tarif layanan yang 
di publikasikan ke masyarakat melalui website PPSDM Migas, saat akan mendaftar layanan tertentu, 
masyarakat sudah tahu harga layanan yang akan di pesan. Penetapan tarif layanan berdasar Peraturan 
Menteri Keuangan PMK TARIF No: 92/PMK.05/2018, dan dapat di akses secara bebas. Sebagai contoh 
publikasi tarif tersebut antara lain tarif layanan utama sertifikasi, tarif layanan wisma, jasa kalibrasi, Jasa 
laboratorium pengujian dapat diakses secara langsung dari website PPSDM migas.  



Majalah Ilmiah Swara Patra Vol 15 No. 1 Tahun 202556

Gambar 3. Pengumuman Hasil Uji Sertifi kasi melalui Website

Salah satu indikator utama dari transparansi ini adalah publikasi tarif layanan yang jelas dan mudah 
diakses oleh masyarakat. Melalui website resmi PPSDM Migas, informasi mengenai tarif layanan 
dipublikasikan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui biaya yang harus 
dikeluarkan sebelum mendaftar untuk layanan tertentu. Sebagai contoh adanya bukti tarif layanan yang 
di publikasikan ke masyarakat melalui website PPSDM Migas, saat akan mendaftar layanan tertentu, 
masyarakat sudah tahu harga layanan yang akan di pesan. Penetapan tarif layanan berdasar Peraturan 
Menteri Keuangan PMK TARIF No: 92/PMK.05/2018, dan dapat di akses secara bebas. Sebagai contoh 
publikasi tarif tersebut antara lain tarif layanan utama sertifi kasi, tarif layanan wisma, jasa kalibrasi, Jasa 
laboratorium pengujian dapat diakses secara langsung dari website PPSDM migas.
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Gambar 5. Contoh publikasi tarif layanan Laboratorium di website PPSDM Migas 

 
Aksesibilitas informasi tarif ini memungkinkan masyarakat untuk membuat keputusan yang lebih 

baik dan terinformasi, serta mengurangi potensi kebingungan atau ketidakpuasan terkait biaya layanan. 
Dengan adanya bukti tarif layanan yang transparan, PPSDM Migas tidak hanya meningkatkan 
kepercayaan masyarakat terhadap institusi, tetapi juga menunjukkan komitmennya untuk menerapkan 
prinsip-prinsip good governance. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan di PPSDM Migas 
tersebut juga tergambar melalui indeks kepuasan masyarakat (IKM) layanan. Sesuai laporan kinerja 
tahun 2024,  indek IKM layanan PPSDM Migas menunjukkan nilai  3,70 skala 4, atau 92,54 skala 100 
dengan kriteria sangat baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan 
masyarakat/pelanggan terhadap layanan di PPSDM Migas cukup tinggi. Kepercayaan masyarakat ini 
menciptakan lingkungan yang lebih akuntabel dan responsif, di mana masyarakat merasa puas dengan 
layanan yang ada, bahkan dilibatkan dan dihargai dalam proses pelayanan publik.  

 

B. Partisipasi Masyarakat dan Kolaborasi 
Partisipasi masyarakat dan kolaborasi stakeholder merupakan salah satu dari beberapa indikator 

pelaksanaan smart governance. Dalam melaksanakan tugas layanannya, PPSDM Migas selalu 
melibatkan partisipasi masyarakat dan kolaborasi, yang merupakan dua aspek kunci yang mendukung 
keberhasilan implementasi smart governance. Partisipasi masyarakat terlihat dari aktifnya masyarakat 
dalam memberikan masukan, saran, dan kritik yang konstruktif terhadap layanan yang disediakan oleh 
PPSDM Migas. Melalui berbagai saluran komunikasi dan media, baik melalui website resmi, angket 
evaluasi online, maupun media sosial PPSDM Migas. Melalui media tersebut, masyarakat dapat 
menyampaikan pendapat mereka, yang kemudian direspons dan ditindaklanjuti dengan baik oleh 
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Gambar 5. Contoh publikasi tarif layanan Laboratorium di website PPSDM Migas
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Gambar 6: Kolom saran masukan di website PPSDM Migas

Gambar 7: Saran masukan di kuesioner evaluasi

Selanjutnya, kolaborasi yang dilakukan oleh PPSDM Migas dengan Dinas Tenaga Kerja dalam 
perekrutan peserta untuk program pelatihan masyarakat, yang merupakan bagian dari Corporate Social 
Responsibility (CSR), menunjukkan sinergi yang positif. Pada tahun anggaran 2024, PPSDM Migas 
berhasil melaksanakan program pelatihan untuk 774 peserta yang berasal dari berbagai daerah, mulai 
dari Aceh hingga Papua Barat. Kolaborasi ini tidak hanya memperluas jangkauan program pelatihan, 
tetapi juga memastikan bahwa pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Selain itu, PPSDM Migas juga bekerja sama dengan berbagai stakeholder dalam menyusun skema 
sertifi kasi, di mana stakeholder dilibatkan untuk memberikan masukan terkait kebutuhan kompetensi di 
lapangan. Kolaborasi ini memastikan bahwa program pelatihan yang diselenggarakan relevan dan sesuai 
dengan tuntutan industri. Kerja sama lainnya adalah dengan universitas dalam melaksanakan Praktek 
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Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, PPSDM Migas telah 
melaksanakan program PKL untuk 1.473 mahasiswa dari berbagai kampus di seluruh Indonesia. Inisiatif 
ini tidak hanya memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa, tetapi juga memperkuat hubungan 
antara dunia pendidikan dan industri, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengembangan sumber 
daya manusia yang berkualitas di sektor migas. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa 
penerapan smart governance di PPSDM Migas berhasil menciptakan ekosistem yang mendukung 
partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi yang produktif antara berbagai pihak.

C.   Inovasi dan Adaptabilitas
 Dalam melaksanakan layanan publik, PPSDM Migas telah melaksanakan inovasi dan adaptabilitas 

dengan melaksanakan layanan secara online. Unsur utama dalam layanan publik secara online ini adalah 
memanfaatkan keberadaan teknologi digital untuk bisa membantu layanan publik yang diberikan kepada 
masyarakat agar lebih mudah dan terjangkau. Dengan adanya layanan online, masyarakat bisa mengakses 
dengan menggunakan alat telekomunikasi genggam atau komputer, sehingga menjadikan layanan publik 
lebih mudah dan terjangkau.
Beberapa layanan publik berbasis online yang disediakan oleh PPSDM Migas meliputi:
1. Website PPSDM Migas: Sistem informasi lengkap mengenai berita, profi l, jenis layanan, kontak, 

pengumuman, dan pendaftaran layanan pelatihan serta sertifi kasi.

Gambar 8. Website PPSDM Migas
2.   Layanan Pelatihan: Informasi mengenai jenis pelatihan, baik untuk aparatur maupun program 

industri, beserta judul-judul pelatihan yang tersedia.

Gambar 9: Aplikasi Sistem Informasi Pelatihan (SIP) PPSDM Migas
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3.  Layanan Uji Sertifi kasi: Menyediakan informasi tentang berbagai jenis layanan sertifi kasi, jadwal, 
dan link pendaftaran.

Gambar 10: Aplikasi Portal Uji Sertifi kasi PPSDM Migas
4. Layanan PKL: Informasi mengenai lokasi PKL, kuota penerimaan, dan ketersediaan lowongan.

Gambar 11: Aplikasi Praktek kerja Lapangan (PKL) PPSDM Migas
5. Layanan Laboratorium Penguji: Menyediakan informasi tentang jenis layanan pengujian dan 

standar pengujian.

Gambar 12: Aplikasi layanan lab pengujian
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6. Layanan Jasa Laboratorium dan Bengkel: Informasi mengenai layanan kalibrasi dan harga.

Gambar 13: Aplikasi layanan lab kalibrasi 

7. Layanan Pelatihan Online: E-learning yang mencakup judul pelatihan dan materi.

Gambar 14: Aplikasi pelatihan online 

8. Pengumuman: Informasi hasil kelulusan uji kompetensi dan sertifi kat.

Gambar 15: Pengumuman hasil sertifi kasi
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Inovasi ini telah mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari masyarakat pengguna layanan 
di PPSDM Migas. Sistem uji sertifi kasi yang kini dilakukan secara online dengan komputerisasi 
menjadikan proses lebih objektif, transparan, dan terpercaya, karena hasil yang diperoleh lebih akurat 
tanpa kesalahan operator. Hal ini tercermin dari komentar dan masukan positif dari pelanggan yang 
mengapresiasi kemajuan pelaksanaan ujian yang sebelumnya menggunakan kertas kini telah beralih ke 
sistem komputerisasi. Meskipun telah mencapai kemajuan yang signifi kan, PPSDM Migas masih perlu 
terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi open data, guna memastikan 
bahwa semua informasi yang relevan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan mendukung 
transparansi dalam layanan publik.

D.   Penggunaan Data dan analisis
 Penggunaan data dan analisis memainkan peran krusial dalam meningkatkan efektivitas dan efi siensi 

layanan publik. PPSDM Migas telah mengimplementasikan sistem pengumpulan dan analisis data yang 
komprehensif untuk memahami kebutuhan dan preferensi masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi 
informasi, data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk umpan balik pengguna, hasil evaluasi 
layanan, dan statistik partisipasi, dianalisis untuk mengidentifi kasi tren, pola, dan area yang memerlukan 
perbaikan. Beberapa aplikasi sistem informasi yang ada di terkait dengan akurasi data yaitu : 

1. Sistem informasi Pelatihan (SIP) sebagai sumber data terkait judul pelatihan, data peserta, jenis 
pelatihan. 

2. Sistem Portal Uji sertifi kasi : sebagai sumber data pelaksanaan sertifi kasi, mulai informasi peserta, 
jenis STTK, kelulusan, sertifi kasi

3. Sistem Layanan PKL sebagai sumber data peserta pelatihan, asal kampus, judul tugas khusus, 
pembimbing

4. Sistem evaluasi MigasEval : sebagai sumber data evaluasi layanan PPSDM migas, penyelenggara, 
sistem, petugas / pengajar
Sistem informasi yang diterapkan memungkinkan PPSDM Migas untuk melakukan analisis 

mendalam terhadap kinerja layanan, termasuk tingkat kepuasan pengguna dan efektivitas program 
pelatihan. Data yang diperoleh dari survei kepuasan pengguna, misalnya, digunakan untuk mengevaluasi 
dan menyesuaikan program pelatihan agar lebih relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. 
Selain itu, analisis data juga membantu dalam pengambilan keputusan strategis, seperti pengembangan 
program baru dan alokasi sumber daya yang lebih efi sien. 

PPSDM Migas juga memanfaatkan data untuk menyusun laporan kinerja yang transparan, yang 
dapat diakses oleh publik, laporan kinerja ini telah disampaikan kepada pimpinan instansi sekaligus 
dilaporkan kepada kementrian keuangan, setiap selesai tahun anggaran berjalan. Laporan kinerja tahunan 
tersebut juga akan menjadi output dibandingkan kontrak kinerja pimpinan. Output kinerja tersebut selalu 
di validasi oleh instansi ekselon 1 dalam hal ini oleh BPSDM ESDM, disamping itu juga di validasi 
oleh kementrian keuangan sesuai dengan kontrak kinerja PPSDM Migas sebagai lembaga BLU. Sebagai 
instansi BLU pemerintah, dan telah menerapkan ISO SMI (Sistem Manajemen Integrasi) 9001:2015, 
14001:2015 dan 45001:2018, PPSDM Migas selalu di audit tiap tahun, sehingga standar akurasi data 
harus sangat diperhatikan,  dan kesalahan data akan dapat berdampak pada temuan audit serta penurunan 
kepercayaan. Langkah ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas, tetapi juga berkontribusi pada 
peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga. Dengan demikian, penggunaan data dan analisis 
yang efektif tidak hanya mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, tetapi juga berkontribusi 
pada peningkatan kualitas layanan publik secara keseluruhan. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi 
data dan analisis dalam kerangka smart governance merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan 
pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

PPSDM Migas telah menunjukkan komitmen serius dalam membangun transparansi melalui data 
terbuka. Hal ini dapat ditujukkan bahwa jenis layanan dan tarif layanan yang laksanakan di PPSDM 
Migas telah mengacu pada PMK Tarif yang ditetapkan oleh kementrian Keuangan dan tarif tersebut telah 
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disosialisasikan serta dapat diakses melalui aplikasi pendaftaran layanan secara online dan terinfo biaya 
per layanan tersebut. Melalui inisiatif ini, PPSDM Migas tidak hanya memenuhi kebutuhan informasi 
bagi masyarakat tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan dan program 
yang dijalankan. Dengan terbukanya data, masyarakat dapat lebih mudah memahami proses dan hasil 
yang telah dicapai, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih efektif dalam pengembangan 
sektor migas.

KESIMPULAN
 Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan penerapan prinsip-prinsip smart governance di 

PPSDM Migas telah membawa dampak positif yang signifi kan terhadap kualitas layanan publik yang 
diberikan. Melalui inovasi dalam bentuk layanan online, PPSDM Migas berhasil memanfaatkan teknologi 
digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan efi siensi layanan bagi masyarakat. Dengan adanya portal 
informasi yang komprehensif, masyarakat kini dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan, mulai 
dari pelatihan hingga sertifi kasi, hanya dengan menggunakan perangkat telekomunikasi genggam atau 
komputer.

Data yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memberikan respon 
positif terhadap sistem uji sertifi kasi yang kini dilakukan secara online, yang dianggap lebih objektif, 
transparan, dan terpercaya dibandingkan dengan metode sebelumnya yang menggunakan kertas. Hal ini 
mencerminkan keberhasilan PPSDM Migas dalam mengadaptasi teknologi untuk memenuhi kebutuhan 
pengguna layanan. Selain itu, kolaborasi yang terjalin antara PPSDM Migas dengan berbagai stakeholder, 
termasuk Dinas Tenaga Kerja dan universitas, juga memperkuat jaringan kerja sama yang mendukung 
pengembangan kapasitas masyarakat.

Namun, penelitian ini juga mengidentifi kasi beberapa kelemahan, seperti keterbatasan dalam 
cakupan data yang digunakan dan tantangan dalam implementasi open data yang lebih luas. Oleh 
karena itu, disarankan agar PPSDM Migas terus berupaya untuk memperluas pengumpulan data dan 
melibatkan lebih banyak suara dari masyarakat, serta meningkatkan sosialisasi mengenai layanan digital 
yang tersedia. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penerapan smart governance di PPSDM Migas 
dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, serta menciptakan 
layanan publik yang lebih responsif dan berkualitas.
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